BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjuan umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata
lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat
penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.*®

Perlindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti
hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.**

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam
hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum,
terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam ini yang dimiliki oleh manusia

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

133atjipto raharjo, 2014, llmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 74
YPhilipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, Jakarta: Bina
IImu, hal. 25.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu
tindakan hukum.™
Menurut  Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan
hidup antar sesama manusia.*®
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu :*’
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan
maksud untuk mecegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

1> CST Kansil. Loc Cit. hal. 102

®Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta:
Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret, hal. 14.
YMuchsin, Op.Cit, hal.15.
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Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa
atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Menurut Philipus M.hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk
mengajukan Kkeberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat benntuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum
yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil
keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan
khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan kepada pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan da
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perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat
dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.*®
Pengertian Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa:
“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan
oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”*°
Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur
serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus
ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai
dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan
damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam Negara
hukum (Rechtsstaat), bukan Negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :
1. Kepastian hukum (Rectssicherkeit)
2. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)?°

'8 philipus M. Hadjon. Loc. Cit. him. 30.

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan
korban, Pasal 1 butir 6.

20 Ishaqg, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang
tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi
hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum
menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi,
menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan
hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan
unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.?

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional.
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah
dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki
kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlidungan yustiable terhadap tindakan
sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus member manfaat, kegunaan
bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam
masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan
mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan

kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum

! |bid, hal. 44
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yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum : Ketertiban, keamanan,
ketentraman, kesejahtraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis,
dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umumnyang menjadi pedoman bagi
individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membenahi atau melakukan rtindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan
kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan
juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yag satu dengan
putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak
menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu system

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

*2 peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar llmu Hukum, Jakarta. Kencana. HAL. 157-158.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



Konflik normaa yang ditimulkan dari Kketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi
norma, atau distorsi norna.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam mengambil kepastian hukum sangat
penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh
undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan
demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi
karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila
pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan
berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang.

Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk
undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang
dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak
memberikan kepastian hukum dan akibathnya hukum tidak mempunyai daya
prediktibilitas.?®

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan
hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia
serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum
bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber

tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat

% |bid. hal. 159-160.
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manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum

preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan  konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk
menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari

kerugian atas penggunanan produk barang dan/atau jasa.**

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen
diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu samalain berkaitan dengan barang

dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.?®

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK
8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi

konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian.?

*Burhanuddin, 2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi Halal,
Malang:UIN-Maliki Press, hal.1.

*Sjdharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:Grasindo, hal.9.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 1 Angka 1.
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Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat
dankonsdusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus
mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikannya sebagai mitra konsumen dalam

memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yangtimbul dari suatu perikatan.?’

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata Consumer (Inggris-
Amerika), atau Consument/Konsument (Belanda). Pengertian dari Consumer atau
Consument itu tercantun dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti Consumer itu
adalah *“(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.Tujuan penggunaan
barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna
tersebut.Black’ Law Dictionarymemberikan pengertian konsumen sebagai berikut
Konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli/pengguna, pemelihara dan

pembuat barang dan/jasa.?®

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan®”.*®

?’Burhanuddin, Op.cit., hal.2.

?®Kurniawan, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang:UB-Press, hal.30.

»Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 1 butir 2
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Hak dan kewajiban dalam kontrak (Bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat
saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan

begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain.

Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu:*°

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang.
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
dan jaminan barang.
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.
Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
Kewajiban konsumen konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:*!

o s

© oo ~Noe

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikandan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 4.

¥'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 5.
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maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.*?Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen®® adalah
“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’.
Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:**

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

**Burhanuddin, Op.Cit, hal.10.

*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 1 Butir 3

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 6.
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1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminat.

3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima

atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.®

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual
beli.Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur:
perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat
hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen,
maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab
kontraktual (contractual liability).

Lebih lanjut setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang,
biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-
Undang itu.Asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan-peraturan

pelaksanaanya.Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut :

35Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 7.
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“bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan
pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan
kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum
positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum
dalam peraturan kongkrit tersebut”.

Sejalan dengan pendapat Mertokusumo, Rahardjo berpendapat bahwa asas
hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa
mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.Asas hukum ini memberi makna etis
kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.®*Oleh karena itu, untuk dapat
menegakkan hukum perlindungan konsumen, maka perlu diberlakukan asas-asas yang
berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.Pengaturan mengenai asas-asas atau
prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam
hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan
spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.

**yusuf Shofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi, Cetakan I,
Jakarta:Ghalia Indonesia, hal. 25.
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5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperolen keadilan dalam menyelenggarakan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.*’

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumenuntuk
melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.*

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akandicapai atau
keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu

dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini.Tujuan perlindungan

*’Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 2.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 3.
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konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem

perlindungan konsumen.

C. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan
kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain) apabila hasil
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Pelaku usaha dalam bidang jasa seperti penyewaan mobil, pada prakteknya
membuat kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu sebelum memberikan
barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
seperti kelalaian konsumen atau apabila konsumen beritikad tidak baik.

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”)
adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam pengertian yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan
hubungan antara dua pihak atau lebih.Adapun kontrak bisnis dalam pengertiannya yang
paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk
melakukan transaksi bisnis.Kontrak bisa bersifat lisan dan bisa juga bersifat

tulisan.Pernyataan kontrak tertulis bisa berupa memo, sertifikat, atau kuitansi.
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Perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract, baku berarti
patokan atau acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang
isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian
baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya
dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.*

Dalam suatu kontrak atau perjanjian baku apabila pelaku usaha dapat
menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi,
tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikankewajibannya dengan baik
maka akan timbul wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau
kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak.Tindakan
wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut
pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada
tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi
terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

Tidak jarang sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terjadi, faktor-faktor
penyebab terjadinya sengketa adalah wanprestasi, atau kelalaian konsumen.Sengketa adalah
suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap masyarakat.Sengketa atau

konflik didefinisikan oleh Vilhelm Aubert sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau

397ulham,2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Jakarta: Kencana, hal. 66-69
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lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan.Secara teoritis dapat dibedakan menjadi
dua yaitu konflik kepentingan (Conflict Of Intersest) dan klaim atas hak (Claim of
Rights).*°

D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab (Responsibility) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung
jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer,
manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan
suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk

tersebut.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip
sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang
sangat penting dalam perlindungan konsumen.Secara umum prinsip-prinsip tanggung

jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip
yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;

**Kurniawan, Op.Cit, hal. 46
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2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of liability), yaitu prinsip
yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat

membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of nonliability),
yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalubertanggung
jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan,

bahwa ia bersalah.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict liability), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan
tidak sebagai faktor yang menentukan, nemun ada pengecualianpengecualian yang

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability), dengan adanya
prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan
klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung
jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan

yang berlaku.*

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 UndangUndang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

*Shidarta, Ibid, hal.9.
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1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan

konsumen. *?

Inti dari Pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala
kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada Pasal 19
ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.
“Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, menyatakan bahwa: Dalam

menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus
berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 19.
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mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula
seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian
menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang
seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi
perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan
sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur
yang tidak terkait lansung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan
pihak yang bersangkutan.”*®

“Berdasarkan ayat 2 Pasal 19, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.**

Berdasarkan ketentuan di atas, maka adanya produk barang dan/ataujasa yang
cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha.Hal ini
berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami

konsumen.

Penerapan konsep product liability ternyata tidak mudah, dalam
sistempertanggungjawaban secara konvensional, tanggung gugat produk didasarkan adanya
wanprestasi (default) dan perbuatan melawan hukum (fault).Berdasarkan Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, konsumen yang menderita kerugian akibat produk

barang/jasa yang cacat bisa menuntut pihak produsen (pelaku usaha) secara langsung.

*Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:PT.Raja
GrafindoPersada, hal. 134.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal. 19.
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Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi perbuatan melawan hukum. Atau
dengan kata lain, konsumen harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan

oleh pelaku usaha.

Jika dicermati sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
mengadopsi konsep tanggung jawab. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi
barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”*

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen: “Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur dalam gugatan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23, merupakan beban dan

tanggung jawab pelaku usaha.”
E. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa Mobil

Praktik bisnis pengelolaan rental (persewaan) mobil terdapat hubungan hukum
sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental
dengan penyewa mobil.Dalam hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah
antara pengelola rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan pihak yang menyewa mobil

(penyewa).

> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal. 19 ayat 1.
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Dalam Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan,
dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu
barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu,dengan pembayaran suatu harga yang

disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

Berdasarkan rumusan Pasal di atas dapat di mengerti bahwa perjanjian sewa
menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik
tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang di sewa dan harga sewanya.
Kesepakatan berarti persesuaian kehendak namun kehendak atau persesuaian ini harus

dinyatakan.*®

Kemudian dalam Pasal 1550 KUH Perdata disebutkan bahwa Pihak yang
menyewakan diwajibkan untuk:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang

disewakan selama berlangsungnya sewa.*’
Barang yang dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa hanyalah hak
kenikmatan atas barang tersebut atau untuk dipakai kegunaanya selama jangka waktu sewa.

Maksud dari barang yang menjadi objek sewa menyewa hanyalah untuk dinikmati saja,

maka disebutkan perkataan “waktu tertentu” dalam Pasal 1548 KUH Perdata, tidak lain

**M. Yahya Harahap, 1989, Segi-Segi Hukum Perjanjian, bandung:Alumni hal.220.
*"Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal.1550.
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bahwa dalam perjanjian sewa menyewa ditentukan pula masa berlakunya sewa karena
perikatan dari barang yang di sewa adalah merupakan penguasaan yang bersifat sementara.

“Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (““Undang-Undang Perlindungan Konsumen’’) adalah
setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan
dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.”*

Dari berbagai uraian di atas, pada dasarnya memang ada beberapa hal yang
menjadi tanggung jawab penyewa mobil, namun ada pula yang menjadi tanggung jawab si

pemilik mobil (pemberi sewa).

Maka dari itu penulis akan mengembangkannya di pembahasan selanjutnya,
mengenai Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Rental Mobil yang ada di Kota Medan,
beserta syarat-syarat yang harus diketahui bagi penyewa apabila ingin merental mobil. Dan
juga insiden pada saat konsumen melakukan wanprestasi bahkan pada saat konsumen

mengalami kecelakaan di jalan serta itikad buruk konsumen.

“8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 1 Angka 10.
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